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LAPORAN AKU NTABTLTTAS KTNERJA

INSPEKTORAT TA,20I.7

tsAB T

PENDAHULUAN

A, Latar BefakanE

Setip unit kerja yang ada di lingkungan Kemenko polhukam diwajibkan untuk
mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan dan setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyusun dan

menyajìkan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan
penggunaan anggaran yang sudah dìalokasikan dalam bentuk laporan.

untuk men¡ngkatkan peraksanaan pemerintahan yang rebih berdaya guna,

bersìh dan bertanggung jawab, serta rebih memantapkan peraksanaan raporan

pencapa¡an kìnerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi

dan tujuan instansi pemerintah, mewujudkan penyerenggaraan pemerintahan

yang baik sebagaimana yang diamanatkan undang-undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsr,

Kolusi dan NepotÌsme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Instruksi presiden

Repubìik indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Klnerja Instansi
Pemerintah (AKIP), yang mewaj¡bkan Instansi pemerintah sebagai unsur
Penyelenggara Negara untuk membuat Laporan Akuntabilìtas Kinerja sebagai

wujud pertanggung jawaban atas peraksanaan tugas dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan.

sehubungan dengan beberapa ketentuan diatas, maka Inspektorat Kemenko

Polhukam sebagai Aparat pengawasan Intern pemerintah (ApIp) yang dipimpin

oleh Pejabat Eselon II, wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja setiap

tahun, sebagaì pelaksanaan penyerenggaraan tugas pokok, fungsi dan kegiatan

serta tingkat kinerja yang telah dicapal pada tiap tahun, maka disusunlah

Laporan Akuntabilìtas Kinerja Inspektorat Kemenko polhukam llA.20Il .
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B" Þasar I-lukur¡r.

Dalam menyusun laporan akuntab¡rìtas kinerja Inspektorat berpedoman pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pernerintah;

2. Peraturan lYenteri Koordinator Bidang politik, Hukum, dan Keamanan Nomor

7 Tahun 2014 tentarrg Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah di

Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang politik, Hukum, dan Keamanan;

3, surat Edaran Nomor 121 Tahun 2017 tentang panduan penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja dl Lingkungan Kementer¡an Koordinator Bldang polit¡k,

Hukum, dan Keamanan.

C. Struktur Organisasi,

lnspektorat Kemenko polhukam dip¡mpin oleh Inspektur, berada dibawah dan

bertanggung jawab secara teknis substansi kepada Menteri dan secara

administrasi dibawah Sekretaris Kemenko polhukam,

Inspektorat Kemenko polhukam terdiri darì Inspektur yang dijabat oleh

Pejabat Eselon II, Kasubag Inspektorat yang dijabat oleh pejabat Eselon IV dan

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, serta dibantu oleh staf Administrasi.

sumber daya aparatur Inspektorat sejumìah 10 (sepuruh) orang pegawai yang

terdlri dari 2 orang pejabat struktural, 3 orang penyusun LHp, 2 orang staf
Administrasi, 1 orang cpNS dan 2 orang pegawai pemerintah Non pegawai

Neger¡ (PPNPN).

Struktur Orqanisasi

I suarac. ru 
;
I

i KELOMPOK JABATAN 
]

l. FUNGSToNAL auolron l
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D. Kedudukan/ Tugäs dan Fungsi,

sesuai dengan Peraturan Menko polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang

organisasi dan Tata Kerja Kemenko polhukam, Inspektorat adalah unsur
pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab melalui sekretarls

Kementerian Koordinator Bidang politik, Hukum, dan Keamanan.

Inspektorat mempunya¡ tugas menyelenggarakan pengawasan intern di

lingkungan Kemenko Polhukam, dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat

menyelenggarakan fungsi :

a, Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;

l¡. Pelaksanaan pengawasan ¡ntern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,

reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan ìainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

d, Penyusunan Laporan Hasil pengawasan;

e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

f. Meningkatkan Kapabilitas Aptp.

E. Sistematika Penyajian.

sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat rahun 2017

adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang aspek

strateçis dan struktur orqanisasi.

Bab II : Rencana Strategis, menjelaskan muatan rencana strategis

Inspektorat Tahun 2015-2019, dan penetapan Kinerja Tahun 2017.

Bab III :Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Analisis pencapaian Kinerja dengan

pertanggungjawaban publik terhadap sasaran strategis tahun 2017.

Bab IV : Penutup, menjelaskan slmpulan menyeluruh dari laporan

Akuntbiritas Krnerja dan menguraikan rekomendasi yang diperrukan

untuk perbaikan klnerja selanjutnya.
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BAB fT

R.ENCAruA STRATEGTS DAN PËRJAÍ{JTAN KTÌ{FRJA

Sebagai langkah awal untuk perencanaan strategis, langkah awal yang harus

dilakukan instansì pemerintah agar mampu menjawab tantangan lingkungan

strategìs lokaì, nasiorral dan global, serta tetap berada dalam tataran sistem

Administrasi Negara. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan

sinergis, instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan visi, mìsi, tujuan, dan

sasaran serta dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya

peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Inspektorat telah menetapkan Rencana

strategis rahun 2015-2019 dan perjanjian Kinerja 2017. Adapun rencana strategis

dan rencana kerja tersebut sebagaì berikut :

A. Rencanã Strategís

Rencana strateg¡s merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan

mendasar yang disusun untuk diimpìementasikan dengan suatu strateg¡ yang

mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka

pencapaian tujuan.

Dengan penetapan Visi, Misi dan Strategi yang jelas dan tepat, maka

Inspektorat diharapkan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan

kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan

tentang vis¡, m¡sì dan faktorfaktor kunci keberhasilan.

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang

berisikan cita dan c¡tra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan atas tugas, pokok dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat

serta dengan mencermati lingkungan yang berkembang dan tuntutan publik

yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN,

maka guna meningkatkan dukungan administrasi dan pelaksanaan

operaslonal Kemenko polhukam, ditetapkan Visi Inspektorat rahun 2015-

2019, yaitu :
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'-Menjadi un¡t Pengawas Internar yãng Tndependen/ Akuntaber da¡¡
Berkinerja Tínggi Dalam Mendorong pembaharuan Manajemen
Pemerintahan di Kemenko polhukam,,,

2. Misl

untuk mewujudkan Visi diatas, maka ditetapkan Misi Inspektorat yang

menggambarkan hal yang lrarus dilaksanakan, yaitu:

"Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas operasionar Kemenko
Polhukam dalam Mencapai rujuan organisasi merarui pengawasan

dan Perbaikan Manajemen Kepemer¡ntahan yang Baík,,,

3. Tujuan

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci

keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan lvlisi. Tujuan akan

mengarahkan perumusan kebijakan program dan kegiatan. Adapun tujuan
yang ingin dicapai oleh Inspektorat, yaitu:

"Terwujudnya Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan
Keuangan yang Transparan serta Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang Efektif di Lingkungan Kemenko
Polhukam".

4. Sasaran Program

sasaran program menggambarkan har-har yang ingrn dicapai merarui

tindaka n-tinda ka n yang dilakukan untuk mencapai tujuan. sasaran

merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau
pencapaian kinerja Inspektorat seta lebih menjamìn suksesnya pelaksanaan

rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Dengan demikian

apabila sasaran yang dÌtetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan
terkait juga tercapai. Sasaran dan program Inspektorat dijabarkan sebagai

berikut:

Te rse le ngga ranya Pe ngawasan
lnternal yang efel<tìf dì Lingl(ungan

l(emenl(o Po lhu l<am

Dul<ungan Manajemen dàn pe!áksanaan

Tugas Tekn iS La in nya ,
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Ferjanjian Kinerja Tahun 20f.2

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan Komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang diharapkan dan

terukur guna meningkatkan akuntab¡litas, transparasi dan kinerja aparatur

sebagai wujud nyata komitmen penerima dengan pemberi amanah, serta

menciptakan tolok ukut kìnerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan

sebagai dasar pemberia n reward atau penghargaan dan sanksi.

Inspektorat Kemenko polhukam telah membuat perjanjian K¡nerja Tahun

2017 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya,

Perjanjian Kinerja Inspektorat disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun

2017 yang telah ditetapkan sehingga secara subtansial perjanjian Kinerja Tahun

2017 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kerja Tahun 2017. Ringkasan

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2017

ïerselenggaranya
pengawasan internal
terhadap Kinerja dan
Keuangan di
lingkungan Kemenko
Poìhukam yang efektif
dan efesien serta taat
pada peraturan

Presentase Angka Temuan Eksternal
Yang ditindaklanjuti;

Opini BPK RI atas Laporan keuangan
Kemenko Polhukam;

Angka Maturltas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan
Kemenko Polhukam;

lumlah Unit Kerja yang berpredikat
Wilayah Bebas dari Korupsi;

Peningkatan Kapab¡litas APiP

Presentase Unit Kerja dengan Kategori
Nilai SAKIP Minìmal B

B0%

WÏP

Level 2

L Unit Kerja

Level 2

B0%
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EAB ÏÏT

AKUNTAB[ITTAS KTNERJA

Pengukuran hasil kerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapa¡ tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Pengukuran kinerja lni dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja

kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian kinerja yang

telah dicapainya dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya.

A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat.

Pencapaian mas¡ng-masing sasaran terhadap target yang direncanakan

sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

Terselenggara-
nya pengawasan
internal terhadap
Kinerja dan Ke-
uangan di ling-
kungan Kemenko
Polhukam yang
efektif dan efi-
sien sefta taat
pada peraturan

1. lvlenurunnya angka
temuan pengawas-
an internal yang
materiil (substantif)
di ìingkungan Ke-
menko Polhukam;

2. Persentase Angka
Temuan Eksternal
Yang ditindaklan-
juti;

3. Opini BPK RI atas
Laporan Keuangan
Kemenko Polhukam

50% 100%

B0%

WTP
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Ber¡kut kegiatan yang d¡laksanakan pada Tahun 2017 untuk mencapaì indikator
yang sudah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Presentase angka temuan eksternal yang ditindaklanjuti.
Badan Pemeriksaan Keuangan RI berdasarkan surat rugas Nomor 0r/sr/III-
XNl0Il20I7 tanggal 13 Januarì Z0L7 tentang untuk melaksanakan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bìdang politik,

Hukum, dan Keamanan Tahun 2016 dan Instansi terkait selama 55 hari,

terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan 12 April 20L7 dan

berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 12IS/IILXIV lOSl201,7

tanggal 19 Mei 2017 tentang Laporan hasil pemeriksaan atas Laporan

Keuangan Kementer¡an Koordinator Bidang politik, Hukum, dan Keamanan

Tahun 2016, dalam Iaporan tersebut disampaikan Kemenko polhukam yang

terdiri dari 5 temuan dan 9 rekomendasi, dari rekomendasi tersebut selesai

ditindaklanjuti B rekomendasi (B9o/o) melebihi target yang diharapkan (80%).

4. Angka lVaturitas
Sistem Pengendallan
Intern Pemerlntah
(SPIP) di Lingkungan
Kemenko Polhukam

5" Terbangunnya Zona
Integritas di unit kerja
di lingkungan Kemen-
ko Polhukam

6. Jumlah unit kerja yang
berpredikat Wilayah
Bebas dari Korupsi

7. Peningkatan
Kapabilitas APIP

B. Persentase unit kerja
dengan kategori nilai
SAKIP minimal B

WBK

l unit
kerja

Level 2

B0%

0

'Level 2

100%
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2" Mempertahankan Op¡ni BpK RI atas Laporan Keuangan KenÌenko

Polhukam. Berdasarkan surat Badan pemeriksa Keuangan Nomor 12/s/IiI-
xrvl05l20t7 tanggal 19 Mei 2017 tentang Laporan Hasil pemeriksaan atas

Laporan Keuangan Kemenko polhukam Tahun 2016, dalam surat tersebut

manyampaikan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Laporan Keuangan

Kemenko Polhukam menyajikan secara wajar (terlamp¡r). Kegiatan

yang dilaksanakan Inspektorat dalam mewujudkan keberhasilan lndikator

Kinerja tersebut, sebagai berikut :

a. Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BpK RI.

Berdasarkan Surat Auditor Utama Keuangan Negara BpK RI Nomor

65|S/XN10612017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Undangan pembahasan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BpK Semester I TA.2017. Adapun

Pantauan Tindak Lanjut atas Laporan Keuangan Kemenko polhukam

T4,2015 yaitu terdapat kekurangan pekerjaan dalam pengadaan

pembangunan Kapal Patroli 48 Meter KN 1804 berupa sertifikat Kelaikan

Kapal yang masih dalam proses Dinas Kelaikan Angkatan Laut (Status :

Selesai) dan Pantauan Tindak Lanjut atas Laporan Keuangan Kemenko

Polhukam T4.2016 darì 5 temuan dan 9 rekomendas¡, 1 rekomendasl

selesai ditindak lanjut¡ yaitu proses penetapan status Aset retap Kemenko

Polhukam ke Bakamla masih belum tuntas pada tahap menunggu proses

penetapan alih status BlvN oleh DJKN, apabila penetapan status tersebut

telah terbit, akan dibuat Berita Acara penyerahan BlyN dari Kemenko

Polhukam ke Bakamla (Status : Selesai).

semester rr ïA.20r7 telah dilaksanakan pemantauan Tindak Lanjut Hasil

Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kemenko polhukam TA,2016, 1

rekomendasi selesai ditindak lanjuti yaitu proses penetapan status Aset

Tetap Kemenko Polhukam ke Bakamla masrh berum tuntas pada semester

II T4.2017 yang dilaksanakan bulan Desember 2017 rekomendasi tersebut

sudah ditindaklanjut¡ (Status : Selesai).
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b. Reviu Laporan Keua nqa n.

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan ini merupakan bagian dari program

pen¡ngkatan pengembangan sìstem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan, yang ditargetkan 2 kegiatan reviu dalam satu tahun, ya¡tu:

Laporan Rev¡u Laporan Keuangan TA.2016 dan Laporan Reviu Laporan

Keuangan Semester r rA.2017. Sampai dengan Triwulan TA.2017 terah

dìlaksanakan Reviu Laporan Keuangan TA.20r6 dan Reviu Laporan

Keuangan Semester I TA.2017. pada Reviu Laporan Keuangan TA,2016

menghasilkan satu Output Laporan Reviu Laporan Keuangan,

ditindaklanjuti dengan kegiatan Verifikasi atas Reviu Laporan Keuangan

dan Reviu Laporan Keuangan semester I Tahun 2017 menghasilkan satu

output Laporan Reviu Laporan Keuangan.

c. Penyusunan Prosedur Pengawasan Internal.

Keg¡atan Peryusunan prosedur pengawasan Internal adalah merupakan

bagian dari program peningkatan pengembangan sistem pengawasan

internal dilingkungan Kemenko polhukam. Dalam rangka peningkatan

efektivÌtas dan efisiensì pelaksanaan tugas dan fungsi, setiap tahunnya

Inspektorat melaksanakan penyusunan prosedur pengawasan Internal
menyesuaikan perubahan peraturan peru nda ng-u nda ngan baru yang

terkaìt dengan tugas dan fungsi Inspektorat, yang berfungsi sebagai alat
bantu atau pedoman bagi para personìr Inspektorat dalam melaksanakan

tugas dan fungsìnya. Tahun 2017 Inspektorat terah menyusun penyusunan

prosedur pelaksana yaitu pedoman umum pelaksanaan pengawasan, Revisi

Peraturan Menko Polhukam tentang pengendalian Gratifikasi dÌlingkungan

Kemenko Polhukam, serta stdndard operating procedure whistleBlowlng

System (WBS).

d. Forum Aparat Pengawasan Intern pemerintah.

Kegìatan Forum Aparat pengawasan Intern pemerintah (ApIp) bertujuan
untuk menyampaikan perbaruan informasi, pen¡ngkatan koordinasi,
pemecahan dan penyelesaian masalah dalam rangka pengelolaan kegiatan
pemerintah yang efektif, efesìen dan taat pada peraturan perundang_

undangan. Inspektorat telah melaksanakan Forum Koordinasi dan
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Konsultasi Aplp pada tanggal 18 lyel 2017 yang beftemakan

Meningkatkan S¡stem pengendalian Intern pemerintah (SpIp) dan
Peran Aparat Pengawasan Intern pemerintah (ApIp) menuju
Goorl Govertrace dan Clean Governmenf di Lingkungan Kemenko
Folhukam.

e. Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil pengawasan ApIp.

Penyusunan Ikhfsar Laporan Hasil pengawasan ApIp bertujuan untuk
memberikan gambaran kegiatan hasil pengawasan tahunan Inspektorat
Kemenko Polhukam. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 rahun
2008 tentang Sistem pengendallan Intern pemerintah (SpIp), setelah
melaksanakan tugas pengawasan, ApIp wajib membuat Laporan Hasil

Pengawasan dan menyarnpaikannya kepada pimpinan Instansi pemerìntah

yang diawasi. Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil pengawasan ApIp disusun
sesuai dengan Peraturan N4enter¡ pAN dan RB Nomor 42 Tahun 2011
tentang Peturrjuk Pelaksanaan penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil

Pengawasan APIP. Inspektorat menyampaikan lkhtisar Hasir pengawasan

kepada Pimpinan Instansi sesuai dengan kewenangan dan tanggung
jawabnya dengan tembusan kepada Menteri pAN dan RB. Tahun 2017
telah dìlaksanakan penyusunan Ikhtisar Laporan pengawasan ApIp
Semester Il Tahun 2016 dan Laporan pengawasan ApIp Semester I
TA.20L7.

f. Penilaian lt4andìri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,

Dalam rangka mon¡toring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasr

birokrasi dr Kemenko polhukam sesuai amanat peraturan Menteri pAN dan
RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman dan Evaruasi Reformasi
Birokrasi. Penilaìan Mandiri pelaksanaan Reformasi Bìrokrasi (pMpRB) ini
merupakan kegiatan rut¡n yang harus dilaksanakan oleh seluruh K/L pada

setiap tahunnya, dan merupakan salah satu bentuk pengawasan. pada

tahun 2017 kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
1) Menerbltkan Keputusan lvlenterì Koordinator Bidang politik, Hukum, dan

Keamanan Nomor 14 Tahun 2017 tentang T¡m Asesor pMpRB.

2) lvelaksanakan Penilaian lvlandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi

f A.20I7 dan bulan A,pril 2017 sudah meìaksanakan pengiriman pMpRB

T A.2017 secara on /ine dengan total Nilai 77,94.
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g. Reviu Rencalra l(erja dan Anggaran Kementerian.

Keg¡atan Pcl¿lksanaa'reviu RKA-K/L adalah untuk memberi keyakinan
terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi RKA-K/L
sesuai dengan RKp, Renja K/L, dan pagu Anggaran seta kesesuaian
dengan standar biaya, kaìdah-kaidah penganggaran serta dokumen
pendukunr¡ lainnya dalam rangka tersusunnya Dokumen Rencana Kerja dan
Anggaran satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang por¡tik, Hukum,
dan Keamanan. sasarannya adarah seruruh program dan Kegiatan di
lingkunqan Kenrerrko polhukam. pada Tahun 2017 rnspektorat telah
melaksanakan Rev¡u Rencana Kerja dan Anggaran saber pungli r\.20r7,
Rev¡u Rev¡si Rencana Kerja dan Anggaran TA.20L7, Reviu Rencana Kerja
dan Anqgaran TA.2018 dan Reviu RKA dan Tambahan TA.Z}L7.

h. Ivlonitoring dan Evaluasi penanganan pengaduan Masyarakat.

Kegiatan monitoring dan evaruasi penanganan pengaduan masyarakat
dilakukan bertujuan untuk mengetahuì keefektifan pelaksanaan

penanganan pengaduan masyarakat dan untuk meningkatkan kinerja
pelayanan kepada masyarakat dalam hal penanganan pengaduan
masyarakat yang diraksanakan Kemenko polhukam. Kegiatan pengaduan

Masyarakat di lingkungan Kemenko polhukam difasìlitasi oleh Kedeput¡an
Bidkoor Kom¡nfotur melalui berbagai media, terd¡r¡ dari:
1) Secara langsung/menghadap;

2) Secara tertulis vÌa surat;

3) Melalui media erektronìk: r,..'ww,p.lr<.a rn. c-1'. ic1 merarui unit perayanan

Publik; dan

4) AplÌkasi LAPOR.

Inspektorat meraksanakan rvonitoring dan Evaluasi penanganan pengaduan

Masyarakat melalui Laporan Bulanan Kedeputian Bidkoor Kominfotur yang

dikirimkan ke Inspektorat dan Aplikasi LApoR. Kegiatan Monev pengaduan

masyarakat dilaksanakan per semester. pada tahun 2017 terah

dilaksarrakan kegiatan Monev pengaduan Masyarakat semester II Tahun

2016 sebanyak 1.9 raporan dan yang sudah ditindakranjuti B raporan dan

semester I Talrun 2017 sebanyak 42 pengaduan dan sudah ditindaklanjuti
sebanyak 33 pengaduan serta masih dalanr proses tindak Ianjut 9

pengaduan.

t2
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i. Penguatan Pembangunan L4/hist/eb/owing System.

Pada Talrun 2017 Kemenko polhukam telah melaksanakan adopsi Aplikas¡

wISE dari Kementerian Keuangan, dan sudah disesuaikan dengan
karakteristik Kemenko polhukam. Desember 2017 telah dilaksanakan

sosialìsasi wBS pada tanggar 20 Desember 20L7 di Ruang Nakula dan

dihadiri oleh satgas splp Kemenko polhukam, Eseron I, Eselorr II, Eselon

III, Ese lon rV dan pegawai Kemenko polhukam. Kegiatan wBS setiap akhir
tahun dilaksanakarr evaluasl terhadap laporan.

3. Meningkatnya Angka Maturitas Sistem pengendalian Intern
Pemeríntah di lingkungan Kemenko polhukam.

Berdasarkan surat Imprementas¡ penyelenggaraan splp di lingkungan

Kemenko Polhukarn untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaran

pemerintalrarr yang bersih, efektif, dan eFesien sebagaimana yang

d¡amanatkan dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentanq

Sistem Pengenclafian Intern pemerintah (SpIp).

Kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi

tercapainya efektivitas dan efesiens¡ pencapaian tujuan penyerenggaraan

pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara dan ketaatan terhadap peraturan perundanga n-u nda ngan. pada tahun
2017 kegiatan yang dilaksanakan:

a. Penerbitan Keputusan Menko polhukam Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Satuan Tugas Penyelenggaraan SpIp di Kemenko polhukam;

b' Mengirim surat B- r 6/porhukam/Insp/Ap.or.3 l4l20r7 perihar permohonan

personil sebaqai pendampingan dalam pelaksanaan penyelenggaraan splp
pada tgl 4l4ei 2017;

c. Membuat Nota Dinas Nomor ND-1O9/Insp/Ap.0I.J.l5lZ0I7 perihal

Permolronan Fasilitasi penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan

SPIP-T'ìngkat Unit Kerja di Lingkungan Kemenko polhukam;

d' Koordinasi dengern Bagian perundang undangan dan Bagian Tata laksana

terkait Penyusunan petunjuk peraksanaan penyerenggaraan splp ringkat
Unit Ker¡a di Lingkungan Kemenko polhukam;

l3
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e. Melaksarrakan f:orurn Aprp di Lingkungan Kemenko pollrukam pada tanggal

18 Meri 2017 di Hotel sari pan pacific, Narasumber dari BpKp terkait
peningkatan SPIP;

Mengidetntìl'ikasi dokumen terkait kebutuhan penyelenggaraan SpIp;

Mengunrpull<an dokunrerr Identif ikasi Resìko, Analisis Resiko dan rencana

tindak ¡.renge ndaliat Unit Kerja di Lingkungan Kemenko polhukam;

Melakukan Koordinasi terkait penyelenggaraan SpIp pada unit kerja;

Melakukan koordinasi terkalt lVaturìtas SpIp dengan BpKp;

Membuat Laporan pada unsur lingkungan pengedalian;

lvlelaksan,lkan sosialisasi tvlaturitas SpIp kepada seluruh anggota satgas

SPIP;

L Melaks¿rrakarr penilaian maturitas SpIp,

Keg¡atan yanq dilaksanakan untuk mencapai Target Angka Maturitas SpIp
yaitu Penyelerlqgar.aan SPIp, daram penyelenggaraan sprp dilaksanakan

penguatan terlradap unsur llngkungan pengendalian, idenUf¡kasi r¡siko dan

analisis risiko yarrq dilaksanakan unit kerja serta rencana tindak pengendalian.

Kegiatan penyelenggaraan splp juga dinformasikan dan komunikasi kepada

pimp¡nan dar pegawai serta diraksanakan pemantauan pengendalian.

Kegiatan ¡rcnilaian N4aturitas penyelenggaraan SpIp dilaksanakan bulan

Desember )01.7 dan berdasarkan surat Deputi Kepala BpKp Bidang polhukam

Nomor SPM-iBlDzl01 l20LB tanggal 5 Februari 2018 tentang pengantar

Laporan Evaluasi N4aturìtas penyelenggaraa SpIp pada Inspektorat Kemenko

Polhukar¡ (terlampir), dalam surat tersebut menyebutkan bahwa secara

umum pcnycfenggaraan SpIp di Kemenko polhukam mendapatkan Score
2'79 yattu pada Tingkat Berkembang dengan karakteristik splp sebagai

berikut:

'K/Li F telah nrelaksanakan pnaktik pengendalian intern, namun
tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat

tergantung pada individu, belum melibatkan semua unit
organisasi. Ëfektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga

banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai,,,
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4. Terbangunnya Zona Integritas pada Un¡t Kerja di linEkungan
Kemenko Polhukam.

Zona Integritas (ZI) adalah pred¡kat yang diberikan kepada instansi
pemer¡ntah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk
mewujudkan wilayah Bebas dari Korupsi (wBK) dan wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani (WBBM) melalui reformasi blrol<rasi, l<hususnya dalam hal

pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. proses

Pembangunan ZI dimulai dari kegiatan pencanangan, yaitu Deklarasi oleh

Pimpinan Instansi serta seluruh pegawai untuk meìaksanakan Zona Integritas
dilingkungan instansinya. Pembangunan ZI difokuskan pada penerapan

Program Manajemen Perubahan, penataan Tata Laksana, penataan

Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, penguatan Akuntabilitas Kinerja,

dan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik yang bersifat konkrit.

Pada tahun 2017 Kemenko polhukam mengirimkan Surat Nomor

BllIlPW.0212017 tanggal 16 Mei 2017 tentang pengusulan Unit Kerja

Percontohan Zona Integritas. Dalam surat tersebut menyebutkan bahwa unlt
kerja yang diusulkan sebagaì unit percontohan Zona Integritas, harus

memenuhi syarat unit kerja yang penting/strategis dalam mendorong kinerja
Kemenko Polhukam secara langsung, yaitu dalam hal koordìnasi, sinkronisasi,

dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah dì

bidang politik, hukum dan keamanan. Untuk itu kami merekomendasikan

Kemenko Polhukam untuk mengusulkan kembali unit kerja yang lebih relevan.

Sesuai Surat Perintah Sesmenko polhukam Nomor 1180/Kemenko/

Polhukam/ses/6/2017 tentang penetapan unìt Kerja Deputi Bidang Koordinasi

Hukum dan HAM sebaga¡ Unit Kerja percontohan yang akan diajukan ke

Menpan dan RB dan Surat Sesmenko polhukam Nomor

8.1095/Polhukam/Ses/AP.01.31712017 tanggal 31 Juli Z0I7 tentang
Penyampaian usulan unit Kerja menuju wBK dan Hasil penilaian Internal,
Informasi lisan yang didapatkan dari Kemenpan dan RB, Kemenko polhukam

belum mendapat predìkat wBK karena belum terpenuhlnya nìlai Surveì

eksternal. Dari kondisi diatas Kemenko polhukam belum memperoleh

informasi formal dari Kemenpan dan RB terkait unit Kerja yang berpredikat
WBK,
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5. Peningkatan Kapabilitas APtrP.

EfektifÌtas peran APIP menuntut ApIp memilìk¡ kapabilitas yang memadai.

Untuk melaksanakan perannya dengan efektif, selaras dengan RPJMN 2015-

2019 diharapkan memtliki Kapabilitas ApIp di Level 3 (Integrated) pada Tahun

2019. Berdasarkan surat Kepala BpKp Nomor SpM-266lDZlOLl20L7 tanggal
22 Desember 2017 tentang Laporan Evaluasi Kapabilitas ApIp pada

Inspektorat Kemenko Polhukam (terlampÌr), dalam surat tersebut
disampalkan tingkat Kapabílitas Åpüp Kemenko polhukam berada pada
Level 2 (Infrastructure) dengan rincian sebagaì berikut :

Peran dan Lavanan

.Prc$iK P,rqreqrs!"al
Akuntabilitas dan

Euq¡ya Qelt _l-l!lÞ!nge!] _o-rgqlti9e9i__ _

Struktur Tata Kelola

Kegiatan yang dilaksanakan Pegawai Inspektorat Kemenko polhukam untuk

meningkatkan Kapabilitas APIP dan mencapa¡ kinerja yang diharapkan adalah

sebagal berikut:

a. Tanggal 12 lanuari 2017, mengikuli Workshop mengenai peran ApIp

dalam Pencegahan Pungutan Liar pada Layanan publik, bertempat di

Kemendikbud;

b. Tanggal 24 Januari 2017, menglkuti Workshop Reviu penyerapan

Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan IV Tahun 2016 dan Rev¡u

Tender Pra DIPA T4.2017, beftempat di Aula Gandi Lt.2 BpKp;

c. Tanggal 19 Januari 2017, mengikuti Rapat Koordinasi penyusunan LKKL

Tahun 2016, beftempat di Hotel Grand Mercure Jakata;

d. Tanggal 30 Januari s.d 3 Februari 2017, mengikuti Diklat Rev¡u Laporan

Keuangan di BPPK Kemenkeu;

e. Tanggal 1 Februari 2017, mengikuti FGD mengenai pembahasan Capaian

Output Program Prioritas/100 Program presiden Tahun 20L6, Ouput

Program Prioritas Presiden yang direalisasikan pada Tahun 2017 dan

5.
6.
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keberlanjutan Ouput Progrcm Prioritas Tahun 2018-2019, bertempat cli

Gd. Sutlkno Slamet Lt. 20 Kemenkeu;

Melaksanakan Diklat Pembentukan Auditor Ahli sebanyak 3 orang sebagai

berìkut :

1)Tanggal 13 Februari s.d 24 Maret 2017, Diky Cakra Wira Kusuma dan

Ria Bastarina Br. Sitepu meìaksanakan Diklat pembentukan Auditor Ahli

di Pusdiklat Pengawasan BPKP;

2) Tanggal 2 Februarì s.d 30 lvlaret 20L7, Mayor Cku (K) Nining

Sumianingsih melaksanakan Diklat Pembentukan Auditor Ahli di

Pusdiklat Kemhan.

Tanggal 21 s.d 23 Maret 2017, mengikuti Forum Koordinasì dan

Konsultasi (FKK) mengenai "Kelemb¿gaan yang tepat fungs¡ dan tepat

ukuran, SDM Aparatur yang Professional dan Akuntabel menjamin

Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuju Tata Kelola

Pemerintah yang Baik", bertempat di Ballroom 2 Lt. 9 Hotel Aryaduta,

Medan;

Tanggal 30 Maret 2017, Mengikuti Workshop Standar Akuntansi dan

Pelaporan Berbasis Akrual Tahun 2017 bagi ApIp Kementerian/Lembaga,

bertempat di Aula Gedung Yusuf Anwar, Dirjen perbendaharaan

Kemen keu;

Tanggal 4 April 2077, lVengikuti seminar Nasional tentang pemahaman

mengenaì praktik-praktik pengembangan dan penerapan Internal Control

Over Findnc¡al Reportng (iCOFR) dan penerapannya pada Laporan

Keuangan Sector Public,

Tanggal 4 Ãpril 2017, mengikut¡ Seminar Nasional tentang pemahaman

mengenai Praktik-Praktik Pengembangan dan Penerapan Internal Control

Over Financia/ Reporting (ICOFR) dan Penerapannya pada Laporan

Keuangan Sektor Publik;

Tanggal 7 April 2017, mengikuti Sosialìsasi Reviu Penyerapan Anggaran

dan Pengadaan Barang/Jasa serta Kepatuhan atas peningkatan

penggunaan Produk Dalam Negeri Triwulan ITA.20I7;

Tanggal 19 April 2017, menghadiri Launching Aksi Bela Negara TA.2017;

k.
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m. Tanggal 9 Mei 2017, menghadiri peluncuran Buku Anotasi Unclanç_

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah;

n. Tanggal 29 MeÌ 2017, menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan di K/L Tahun 2016;

o. Tanggal L7 s.d 2I Juli 2017, mengikuti Diklat penilaian lvlaturitas SpIp

bagi pegawai di Lirrgkungan APIp;

p. Tanggal II )uli 20L7, lvlengikuti sosialisasl Reviu penyerapan Anggaran

dan Pengadaan Barang/Jasa serta Kepatuhan atas peningkatan

Penggunaan Produk Dalam Negeri Triwulan IITA.20L7;
q. Tanggal 12 s^d t4 Juli 20L7, menghadiri rapat Evaluasi penanganan

Karhutla Tahun 2017;

r. ïanggal 17 Juli 2017, Menghadiri sosialisasi tentang pokok-pokok

Petunjuk Penyusunan dan penelaahan RKA K/L dan pengesahan DIpA;

s. Tanggal 19 Julì 2017, menghadiri sosialisasi workshop pMK Nomor

I4|PMK.09|20I7 dan rapat koordinasl terkait pembahasan mekanisme

reviu laporan keuangan BA BUN Belanja Subsidi (BA BUN 999.07) dan

Belanja Lain-lain (BA BUN 999.08);

t. Tanggal 7 s.d 9 Agustus 2017, menghadiri FKK Telekomunikasi dan

Informasi;

u. Tanggal 14 Agustus 2017, menghadiri Sosìalisasi pp No.17 Tahun 2017

tentang Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran;

v. Tanggal 14 Agustus 20i7, mengikuti workshop Aplikasi Dupak tentang

pelaksanaan tugas dan fungsi Tim penllai Angka Kredìt Auditor pusat;

w. Tanggal 15 s.d 18 Agustus 2017, fvlengikuti pelatihan personil sebagai

Kaderisasi Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN);

x. Tanggal 29 Agustus 2017, menghadiri acara pencanangan penilaian

kembali BMN;

y. Tanggal B September 2017, lt4engikuti kegiatan Lokakarya penguatan

Kompetensi Reviu Dokumen penganggaran dan dokumen perencanaan

kebutuhan BIYN bagi Audìtor APIP K/L;

z. Tanggal 6 s.d B September 2017, lVengikuti kegÌatan Diseminasi yang

diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi politik Luar Negeri;
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aa. Tanggal 23 s.d. 27 Oktober 2017, mengikuti Diklat Self Assessment

Maturitas SPIP dan PK APIP bagi Pegawai di Lingkungan ltjen K/L Dana

STAR BPKP Tahun 2017;

bb. Tanggal 17 November 2017, menghadiri undangan pelaksanaan kegiatan

bimbingan teknis Pembangunan ZI dì Sekretariat Komisi Kejaksaan RI;

cc. Tanggal 22 November 2017, menghadiri Undangan Seminar dan pameran

dengan tema Transformasi Penganggaran untuk ApBN yang Berkualitas.

6, Persentase Unit Kerja dengan Kategori Nitai SAKIp Minimal B.

Untuk mencapai Indikator tersebut dilaksanakan Evaluasi SAKIp Unit Kerja

Eselon L Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

(SAKIP) Unit Kerja Eselon I dillngkungan Kemenko polhulkam merupakan

bagian darl program Peningkatan Sistem pengawasan dan pengendalian

Internal. Kegiatan Penilaian SAKiP Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kemenko

Polhukam pada tahun 2017 diawali dengan Memorandum Sesmenko

Polhukam Nomor 03/SeslAP,U.Il4l20I7 tanggal 28 April 2017 tentang

Penyampaian Data untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

(SAKIP) Unit Kerja Eselon I Tahun 2017. Sampai dengan triwutan IV TA.2017

sudah dilaksanakan penilaian sAKIp unlt kerja Eselon I dengan nilai rata-rata

78,89 dengan rincian sebagai berikut:

IJNIT:ÌKERJA

Sekretariat Kemenko Polhukam

Qidq¡gKo_q¡ll nasi Pqli!!1qq r NCgeIi
4. Bidang Koordìnasi Hukum dan HAM
5. tq! -qqq N KSo_Ldi!.rg9l qe(q¡?na n \-egAq
6. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan, Ketertiban

Qçpqli ei9g!S_lí,o9rdr¡qqL5çpq!!q¡¡qgn$a _
Deputì Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi,

_!0,q6
l__6,íf
73.7i

dan

RI\TÀ.;RAT.A
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Dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP unit kerja Eselon I, Inspektorat

merekomendasikan kepada seluruh Unit Kerja Eselon I Kemenko polhukam

agar:

a. Mereviu dokumen Renstra dan IKU, khususnya dalam haì Renstra, agar

rumusan tujuan, indikator tujuan dan target kinerja sasarandapat

menggambarkan hasil (outcome/outpøf penUng) yang akan clicapai secara

nyata dengan rumusan yang lebih Specifiq Measurable, Attainable,

Releva n t da n T¡ m e I y (SM ART).

b. lvlenyempurnakan indikator kinerja, serta memanfaatkannya dalam

perencanaan, pengukuran, pelaporan dan kinerja organisasi.

c. Pengumpulan dan pengukuran data kinerja agar dilakukan secara berkala

(bu lana n/triwu la n/semestera n ) untuk pengendalian dan pemantauan

kinerja dengan pelaksanaan supervise yang cukup.

d. Tetap melakukan updating untuk manajemen data dan informasi berbasis

informasi dan teknologi (IT) agar diperoìeh data yang valid, tepat waktu

maupun sewaktu (real tÌme).

e. Meningkatkan kualitas informasi dalam LAKIP dengan melakukan

pembandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya dan dikaitkan

dengan realisasi anggaran agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk

memicu perbaikan kìnerja dì masa yang akan datang.

f. Memanfaatkan has¡l evaluasi untuk melakukan perbaìkan perencanaan

kinerja di masa yang akan datang, perbaikan penerapan manajemen

kinerja sefta untuk mengukur keberhasilan.

g. Melakukan kualitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi manajemen

kinerja.

h lvlela ku ka n pengisia n SKP on li ne pada l titp:;://-:¡ìtllp.qg, pel R-At [.gt_],.jcl.

i. fvlelakukan ¡nventar¡sir kinerja sampai dengan eselon IV untuk mendukung

pencapa¡an kinerja eselon L

j. Adanya komitmen pimpinan tetkait reward and punishment dalam

pencapaian kinerja.

k. Meningkatkan pencapaian sasaran kinerja sesuai kontrak kerja/penetapan

kinerja.

I. lvleningkatkan akuntabil¡tas pengelolaan keuangan.

20
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Fencapaian Kinerja l-ainnya

Selain melaksanakan tugas sesuai dengan program Kerja pengawasan

ïahunan (PKPT) pada TA.20lT,Inspektorat juga melaksanakan tugas Non pKpT

sebagai berikut:

1. Surat Tugas Inspektur Nomor ST-l/Kemenko/polhukam/lnspl IlZ0I7 tanggal
30 lanuari 2017 tentang Rev¡u penyerapan Anggaran dan pengadaan

Barang/Jasa Triwulan IV T4.2016 dan Reviu Tender pra DIpA TA.20l7;
2. Surat Tugas Inspektur Kemenko polhukam Nomor ST-3/Kemenko/

Polhukam/Inspl?-120I7 tanggal 14 Februari 2017 tentang Reviu atas Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko polhukam TA.20 l6;
3. Surat Perintah Sesmenko Polhukam Nomor 413/KEMENKO/POLHUKAM/

SES/312077 tanggal 7 Maret 2017 tentang pemeriksaan atas Dokumen
Pertanggungjawaban Operasional Satgas Saber pungli dan Operasional

Pusat Pemantau Krisis T4.2016;

4. Surat Perintah Sesmenko Polhukam Nomor 477/KEMENKO/

POLHUKAM/SES|3|2}I7 tanggal 16 Maret 2017 tentang melaksanakan Berita

Acara Pemeriksaan (BAP) kepada pejabat yang menangani
pertanggungjawaban Operasional Pusat pemantau Krisis (ppK);

5. Surat Perintah Sesmenko Polhukam dan Surat Tugas Inspektur Kemenko

Polhukam, yaitu Surat Tugas inspektur Nomor ST-

B/Kemenko/Polhukamllnspl1l2}tT tanggal 9 luni 2016 tentang
Mengumpulkan LHKASN Pegawai Kemenko polhukam TA.20I7;

6. Surat Perintah Kepala Biro Umum Nomor Sprìn-777lKemenko/
PolhukamlKUl4l20IT tanggal 26 April 2077 tentang Melaksanakan

Penyusunan Laporan Reviu Penyerapan Anggaran dan pengadaan

Barang/Jasa sefta Kepatuhan atas pen¡ngkatan penggunaan produk Dalam

Negeri Triwulan I T4.2017;

7. Surat Perintah Kepala Biro Umum Nomor Sprin-l447lKemenko/
PolhukamlKUlT l20fT tanggal 19 luli 2Ol7 tentang Melaksanakan
penyusunan Laporan Reviu Penyerapan Anggaran Belanja, Reallsasi pNpB,

Pengadaan Barag/Jasa dan Kepatuhan atas pen¡ngkatan penggunaan produk

Dalam Negeri Triwulan II T4,2017;

B. Surat Perintah Kepala Biro Umum Nomor Sprin-1593/Kemenko/
Polhukam/KU/Bl20L7 tanggal g Agustus 2017 tentang Metaksanakan

penyusunan Profil Auditee Pengawasan Kemenko polhukam;

2l
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9. Surat Perintah Kepala Biro Umunr Nomor Sprin-2255/Kemenko/

Polhukam/KU/10/2017 tanggal 2 s.d 4 November 2017 tentang

melaksanakan Penyusunan Laporan Reviu RKBMN berupa pengadaan

Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Pemeliharaan BlvlN Kemenkcr

Polhukam;

10, Surat Perintah Kepala Biro Umum Nomor Sprln- 2362lKemenkol
Polhukam/KU/11/2017 tentang melaksanakan penyusunan Laporan Hasil

Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ pada Kemenko polhukam Triwulan lll
IA.20r7.

Realisasi Anggaran
Dalam melaksanakan program dan keg¡atan Tahun 2017, Inspektorat

didukung anggaran sebesar Rp.1.784.000.000 dari DIpA 034.}t-O|ZOLT tanggal

7 Desember 2016 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp.I.745.678.207 atau 97.90o/o. dengan rincian sebagai berikut:

Terselenggaranya
pengawasan
internal terhadap
Kìnerja dan
Keuangan d¡

lìngkungan
Kemenko
Polhukam yang
efektif dan
efesien serta taat
pada peraturan

1, Persentase Angka
Temuan Eksternal Yang
ditinda klanj uti;

2. Opini BPK RI atas
Laporan keuangan
Kemenko Polhukam;

3. Angka Maturitas Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di
Lingkungan Kemenko
Polhukam;

4. Jumlah Unit Kerja yang
berpredlkat Wilayah
Bebas dari Korupsi;

5. Peningkatan Kapabilitas
APIP

6. Persentase Unit Kerja
dengan Kategori Nìlai
SAKIP Minimal B

150.888.000

L147.917.000

221. i30.000

87.675.000

176.390.000

146.986.762

1.125.846.445

216.155.000

83.250.000

173,440.000
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Adapun faktor-faktor utama penyebab keberhasilan adalah:

1' Adanya komitmen pimpìnan, dalam hal mendukung pelaksanaan pengawasan

di lingkungan Kemenko polhukam, dlmana disiapkan dana yang memadai

sehingga pelaksanaan tugas pemeriksaan dapat berjalan lebih lancar;
2. Terjalinnya hubungan koordinasi yang mantap dan harmonis dengan para

pimpinan unit kerja, yang memberikan dukungan yang memadai terhadap
pentingnya fungsi pengawasan dalam unit organisasi yang hasilnya dapat
digunakan sebagai bahan umpan balik untuk perbaikan perencanaan maupun
pelaksanaan kegiatan sehingga dapat ditindak lanjuti tepat waktu,

D, Permasalahan

Terdapat Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja

Inspektorat T4.2017 yaitu :

1. Belum terpenuhinya Kuota Jabatan Auditor di Kemenko polhukam.

2. Belum adanya pegawai yang menduduki sebagai Jabatan Fungsional Auditor

di bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia, yang kompeten dibidang

Teknologi Informasi untuk tugas pengawasan,

3, Terbatasnya anggaran Inspektorat Kemenko polhukam sehingga ada

beberapa kegÌatan yang dilaksanakan tetapi tidak didukung anggaran

Untuk mengantisipasi dan meminimalkan permasalahan yang dihadapi, maka

strategi pemecahan yang digunakan dimasa mendatang adalah :

1. lvlengajukan pegawai yang memenuhi syarat untuk diajukan/ dikukuhkan

sebagai Auditor;

2. Perlunya pengembangan SDlt4 di bidang pengawasan dan penambahan SDM

yang berkompeten dibidang Teknologi Informasi untuk tugas pengawasan;

3, Perlu adanya penambahan anggaran untuk kegiatan pengawasan.
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BAB ÏV

PËNUTUP

Demikian Laporan Akuntab¡litas Kinerja Inspektorat Kementerian Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2017 ini disusun, semoga

bermanfaat sebagaimana diharapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat ini diharapkan dapat memberikan

gambaran Capaian Kinerja Pelaksanaan pengawasan/ pemeriksaan yang telah

dilaksanakan oleh Inspektorat sebagaimana tupoksi yang diemban, diharapkan

memberikan sumbangan yang berartì dalam penyelenggaraan pemerintahan

yang ba¡k (Good Governance/ di lingkungan Kementerian Koordinator Bidanq

Polit¡k, Hukum, dan Keamanan.

Jakarta, 2-¿ Februari 2018

Inspektur,

Å
Drs, Amrin, M,AP
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BADAN PËNGAWASAN KËUANGAN DAN PEMBANGUNI\i.J
DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PËMERINTAH BIDANG POLIl II{, HU]{I-IiJ,

KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN KËBUDAYIxÅN
Jln, Pramuka Nomor 33, Jaka(a 13120, I'etp. (021)85910031 (tlunt¡ng), F ax.021.SS90SS04

Nomor : SPM- tb lD2lO1l2O1B t; l:È:brrrarí ZO18
Lampi;an : 1 (Satu) Laporan
Perihal ; Pengantar Laporan Evaluasi Maturitas

Penyelenggaraan SplP pacia lnspektoral
Kementerian Koordinator Bidang politil<

Hukum dan Keamanan (Kemenko poll-rukant)

Yth.
Sekretaris Kementer¡an Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan
dí Jakarta

Dengan ¡ni kami sampaikan Laporan Evaluasi lVlaturitas pen yei;r r.:grg r:i¡a;r
sPlP pada Kementer¡an Koordinator Bidang politik Hukum cian l(r-,r¡manan

(Kernenko Polhukam) Nomor l-sPIP-j901D20112017 tanggal 27 Des¡:rni:err 2u,i7
dengan uraia n sebagai berikut:

1" Hasil Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan acuan peraturan Kepala BFrKp Nomor

4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan strategi peningkatan lvìaturitas

sPfP. Tim asesor melihat hasil se/f assessmenf dari tahun seLrerumnya,

melakukan desk evaluation atas hasil survei pendahuluan, dan rnelakuf<¿r¡r

wawancara hingga menghasilkan nilai t¡ngkat maturitas penyelenggarêen splír
Kemenko Polhukam. Sirnpularr hasil assessmenl menghasilkar- tinqkat ¡rat¡Titãs
penyelenggaraan sPlP yang menunjukkan karakteristik/gambai-an kondi:.i
penerapan SPIP pada Kemenko polhukam.

Dari hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan splp r¿rhrrn 2017,

disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan splp di Kemenkc polhukarr

telah dapat memenuhi kritena pada tingkat "berkembang" dengan sl<or..;ebesar
'2'79". skor tersebut meningkat jika riibandingkan dengan skor t¡:hLrn 2016
dimana tingkat maturitas penyelenggaraan spf p <ii Kemenko polhukarn nrasih
berada pada tingkat "rintisan" dengan skor sebesar "l,BB" seperli dapi:i clilihal
pada tabel berikut:



Unsur SPIP

Penilaian Risiko
tan

Jumlah 1,88

2. Saran Perbaikan

Berdasarkan hasir evaruasi maturitas penyerenggaraan sprp, disarankan agar.
a. Menyusun rencanä tindak pengendalian dan rencênâ aksi untuk me.ingkatkan

level maturitas Splp menladi level 3;

b. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta mendokumentasikan secara
tertulis atas implementasi perryelenggaraan Splp.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami
ucapkan terima kasih.

\

Deputi Kepala BPKP d)

\#-
¿-' ^t>L-Ð'->-r-'L'/'\)

Ernadhi Sudarmanto
NIP 19650704 198s03 1 001

Strri
Tahun
2016

$kor
Tahun
2017

Tembusan Yth.:
1. Kepala BPKP (sebagai laporan);2. Deputl Kêpålå gFrcp-gr¿dng péngawasan Fenyerenggaraan Keuangan Þaerahselaku Keiua Satgas pembinaan Splp;3" lnspektur Kementerian Koordinator Bídang polhukam Rl.
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BADAN PËNGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANDrpur pENGAWASAN 

TNSTANST ppNrnrruraù nroaîò roinx, HUKUM,

,, 
" 

ftyå1.lT^pËMBANGUNAru rvraruusiÀ, nÀî r<Lìuoavan¡rJln. Irranruka Norlor 33, Jaka a 13120 retn ,;rìì;;;;1,i;;:..1).:::"^t^^''20 Telp (021)85910031 (Hunti0g),F:ax 021,85905504
N omor
La mp ira n

Perihal

sptÃ-r62tD2/o1l20.17
1 (satu) l-aporan 22 Desernber 2017

Yth.
I nspektu r Ken.ìenterian Koordirrator Biclanç¡
f:']olitik, Hukum, dan Keamanan
di Jakarla

Dengan ini kami sampaikan Laporan Evaruasi Aprp pada rrrspektorar
Kemenko porhukarn Nomor: LEV-189/D201 12017 ranggar 27 Desemb er 2017
dengan uraian sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasir evaruasi kapabiritas Aprp pada rnspektorat Kenlenko
Polhukam yang dilaksanakan pada bulan Desenr b,er 2017, diketahui bahwasemua pernyataan level 2 sudah dapat dipenuhi. Selanjutnya, untuk pernyataan
rnenuJU fevel 3, sudah dipenuhi sebagian dengan rincian sebagai berikut

No.

,l

E lemen

Per

Pernyataan wtenu¡u fevet S
Jumtah vang f Ju;Gh yang

_... ljqve!ugsi I Terpenuhi

Level

2 Pennelnl
10 6 2,

3.
sqYq rv¡dttuStct

Praktik Protesionaf_-
Akr ¡ntrh;l¡t..J^^-i¡^^^;:- -,;j--

20 13 2

4
17

19
7 2

5 Budaya dan Huþungan Oroãnisasi
Strrrkt,,, I "ì.-x ^r^ñ-

14 2

6
14 12 2

7 2

Pengantar Laporan Evaluasi Kapabilitas Aplppada Inspektorat Kementerian Koorcf inatorBidang l)oljtik Hukur¡ dan Keamanan
(Kemenko polhukam)

2. Simpulan Level Kapabilitas
Berdasarkan fiasir evaf'asi terhadap 6 erenrer, yaitu Eremen peran dan Layanan,
[:lemen Pengeloiaan sumber Daya N4arrusia, r'remen praktik profesionar, Ërerne.
Akuntabiritas dan Mani:;enren Kineqa, Ërer.rre. t3udaya clan r{ubungan organisasi,
dan Erenre' strul<tur 'r ata Kerora dapat d¡sirnpurkan bahwa tingkat kapaf:iritias



3.

AlrlP berada pãda levcl 2 (infrastructu re).

Saran Pe rbaika n

Berdasarka n hasiìl evaluasr k:'r¡:arbi litas AP I Ir, d isara n l(a n a gíì r:

a. Melakukan pernenulran atas 4 pernyataan pada Ele¡len Peran darr L.ayanan

terkajt denqan rnanajernerr risiko, pedornan dan pelaksanaan ¡.ledomar.t

pernberian jasa advrsory, seda pembuatan surat pernyataan indeperrdensi dar-r

obyektivitas

b. Melakukan pr:nrenuhan atas 7 pernyataan pada Elemerr lrengelolaan Sumber

Daya Manusia terkail derrgan kerangka l<ompetensi setiap jabatan, sistem

pengenrbarrgan ka¡ier (pr<tnrosi, rotasi, dan mutas¡), mekanisrne praktik dan

perilaku kerja tirr-r yang efektif, nrekanisnre pemberian penghargaan bagi tinr,

rencana penoernbarrgan pegawai, pedonran tata laksana tim audit, serta

pengenrbangan konrunik¿:si, kepeminrpinan, dan hubungan ke11a.

c. Mef akukan penrenuhan atas 10 pernyataan pada Elemen Praktik Profesional

terkait dengarr identifikasi risiko, perencanaan pengawasan dan PKPT

berbasis risiko, komunikasi informasi risiko kepada pimpinan, pelatihan

pererìcanaan pengawasan berbasis risiko, kegiatan program quality assurance

dan perbaikannya, sistenr dan prosedur mon¡toring dan pelaporan quality

assurânce, efektivitas kegiatan APIP, kegiatan peer review dan tindak lanjut

rekor-rìendasi, serta evaluasi tingkat kepuas an C,ari stakeholder.

d Melakukan pemenuhan atas 5 pernyataan pada lilemerr Akuntab¡l¡tas dan

Manajenren Kinerja terkzri{ dengan analisis var¡ance atas realisasi braya,

perrant¿ìuarr srslcrl manalemen biaya secara berkala, pemanfaatan informasi

biaya untuk pengendalian biaya, dokumentasi srstem manajemer'ì kinetla,

sefta sistenr peng ukuran kinerja.

e Melakukan pemenuhan atas 2 pernyataan pacla Elemen Budaya dan

l{ubungarr Organisasi terkait dengan identifikasi area-area yang dapal

memberikan nrarìfaat melalui berbagi pe|encanaan, intornrasi fiìaupun has¡l

kegiatan peng¿rwasarì dengan pihak lairr, sefta komunikasi dengan auditor

eksternal rnaupun pihak penyedia jasa lainnya untuk memin¡malisir duplìkasi

cJan nremaksr¡'na lkan cakupan kegiatan pengawasan.

f. [/elakukan pcrnenL.rhan atas 6 pernyataan pada Elernen Struktur Tata Kelola

terkart dengar p[oses p(]nganggaran untuk kegiatan ass¿/ral?ce dan adwsory



serwce yanr] berbasis risiko, identifikasi darnpak dari ada.ya pembatasan
su¡rrbe¡ daya, arokasi anggaran yarg mer-rìpedirnbangkan risikc¡ cia'darnpak,
kontribusi daranr pernbuatan meka.isnre pengawasan, kebijakan darr prosedur
cfalanr rangka komunikasi, interaksi, dan pelapora. kepada lajaran pimprnan
yang bertugas mengawasi Aplp, seña pemantauarr dan konrunikasi untuk
memast¡kan tidak terdapat duplikasi pengawasan yang cJirakukan un¡t Aprp
deng a rr pihak la in .

Atas perhatian dan kerlasama yang baik, kanri ucapkan terirna kasilr.

,, Deputi Kepala BPKP 
",

Ërnadhi Sudarmanto
NtP 19650704 198503 1 001

Tembusan Yth.:
1 . Kepala BPKP (sebagai laporan);
2 Deputi Kepala BPKP Bidang perrgawasa' pe'yerenggaraan Keuangan Daerah

selaku Koordinator program Lintas Sektorar peningkãian t<apanititas" ÀeÞ;3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang polhukam Rl.


